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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah Daerah (PEMDA) merupakan pihak yang bertanggungjawab  
dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 
Oleh sebab itu, Pemda dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
terhadap pengelolaan keuangan agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan 
bertanggungjawab (good governance).  
Dalam rangka mewujudkan good governance, serta meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan (Khasanah, 2014).  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa 
masing-masing pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, wajib 
membuat laporan keuangannya sendiri. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, 
Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang 
setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, 
dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) menjelaskan laporan keuangan merupakan laporan yang 
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 
suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yaitu catatan informasi keuangan suatu 
organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan kinerja organisasi tersebut. Laporan keuangan pada dasarnya 
adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang 
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 
entitas pelaporan atas sumber data yang dipercayakan kepadanya. 
PSAP Nomor 1 Paragraf 24 menyatakan bahwa entitas pelaporan harus 
mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran. Begitu pula dalam 
paragraf-paragraf selanjutnya yang menjelaskan pentingnya pengungkapan semua 
informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna, sebab hal ini untuk menghindari 
adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Lebih 
lanjut, pengungkapan dan penjelasan item-item yang tidak disajikan dalam 
laporan keuangan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) agar 
laporan keuangan dapat dipahami oleh banyak pihak tidak terbatas pada pihak-
pihak tertentu (Hilmi, 2011).  
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan 
pemerintah daerah (LKPD) yaitu: ukuran pemerintah, umur pemerintah, jumlah 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan tingkat ketergantungan. Ukuran 
pemerintah merupakan suatu nominal yang digunakan sebagai skala ukur besar 
kecilnya suatu entitas yang komponennya adalah total aset yang dimiiki entitas 
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tersebut (Lesmana, 2010). Entitas yang lebih besar sering dijadikan sebagai acuan 
bagi entitas lain yang relatif lebih kecil dalam pelaporan keuanganya. Selain itu, 
entitas yang memiliki total aset lebih besar akan lebih mudah dalam menjalankan 
operasionalnya yang kemudian akan mempermudah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu diharapkan bahwa semakin baik 
kinerja suatu pemerintah daerah maka akan diimbangi dengan pelaporan 
keuangan yang baik. 
Darmastuti (2010) mengatakan bahwa umur pemerintah daerah dihitung 
sejak tahun dibentuknya pemerintah daerah tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Entitas yang telah lama berdiri akan semakin 
berpengalaman dalam menyusun LKPD karena LKPD tahun sebelumnya telah 
diperiksa oleh BPK yang kemudian akan di evaluasi oleh entitas tersebut untuk 
meningkatkan penyajian LKPD pada tahun berikutnya. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah yang 
bertugas untuk mengelola dan menggunakan anggaran dibawah koordinasi 
sekertaris daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Semakin 
banyak perangkat daerah yang dimiliki maka pengungkapan laporan keuanganya 
akan semakin baik karena ide, informasi dan inovasi yang dapat digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan lebih kompleks.  
Tingkat ketergantungan merupakan sejumlah transfer dana dari 
pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk membiayai program-program daerah. 
Sebagai timbal baliknya, pemerintah membelanjakan pendapatan transfer sesuai 
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alokasi dan petunjuk anggaran menurut undang-undang (Syafitri, 2012). Maka 
dari itu, pemerintah daerah akan berusaha mempertanggungjawabkan penggunaan 
dana yang bersumber dari pendapatan transfer yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah daerah sehingga pengungkapan dalam LKPD lebih baik. 
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan bahwa tingkat 
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap standar 
akuntansi pemerintah di Indonesia masih cukup rendah. Dengan menggunakan 
data tahun 2006, Lesmana (2010) mengungkapkan bahwa pengungkapan wajib 
LKPD rata-rata sebesar 22%. Yulianingtyas (2011) dengan data tahun 2007 
mengungkapkan bahwa pengungkapan wajib LKPD rata-rata 30,85%. Selain itu, 
Hilmi (2011) juga mengungkapkan bahwa rata-rata pengungkapan selama tahun 
2006 hingga tahun 2009 sebesar 44, 56%. Hal ini membuktikan bahwa 
pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan belum maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran pemerintah, 
umur pemerintah, jumlah SKPD, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 
(LKPD). Tujuan berikutnya yaitu untuk mengetahui apakah ada peningkatan 
pengungkapan LKPD dari tahun 2013-2015 di Provinsi Jawa Tengah. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2011) 
dengan dua perbedaan. Perbedaan pertama, penulis menggunakan variabel baru 
yaitu umur pemerintah, perbedaan yang kedua adalah pemilihan sampel penelitian 
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dimana penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah 
provinsi, kabupaten dan kota di Jawa Tengah peroide 2013-2015.  
Digunakannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada di 
Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel dengan alasan bahwa masih sedikit 
penelitian terkait tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang hanya 
fokus terhadap lingkup yang lebih sempit. Selain itu, dari hasil penelitian yang 
dilakukan Hilmi (2010) menemukan bahwa pengungkapan tertinggi dilakukan 
oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 79,03%. 
Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian ini 
dibuat dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa 
Tengah periode 2013-2015”.  
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah ukuran pemerintah, umur pemerintah, jumlah SKPD, dan tingkat 
ketergantungan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah? 
2. Apakah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 
mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan 2015?  
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah, umur 
pemerintah, jumlah SKPD, dan tingkat ketergantungan daerah terhadap 
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. 
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah tingkat pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan dari tahun 2013 
sampai dengan 2015. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik praktis 
maupun teoritis, yaitu sebagai berikut: 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi Instansi Pemerintah Terkait 
Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat 
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaporkan 
telah sesuai dengan peraturan SAP yang berlaku. 
b. Bagi Pemerintah Pusat  
Menjadi dasar pertimbangan, evaluasi dan masukan untuk pemerintah 
agar bisa menentukan penilaian atau bahkan punishment dan reward 
yang bisa diterapkan dalam hal pengungkapan wajib sesuai dengan 
SAP yang harus dilakukan pemerintah daerah. 
c. Bagi Masyarakat  
Menjadi bahan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk 
mengetahui tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
d. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Untuk memacu dan memotivasi peneliti selanjutnya untuk meneliti 
lebih banyak terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan 
pemerintah, serta dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk 
penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Teoritis 
Bagi pengembangan teori dan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi 
serta menambah wawasan, terutama akuntansi sektor publik berkaitan 
dengan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
 
 
